








IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) UO Kemhan Tahun 2021
merupakan wujud pertanggungjawaban UO Kemhan atas pelaksanaan program dan
kegiatan serta menggambarkan tentang informasi hasil kinerja yang telah dicapai oleh
Kementerian Pertahanan yang diformulasikan dari hasil kinerja Satker yang ada di
Kementerian Pertahanan. Hal ini dikarenakan setiap Satker dibentuk untuk
melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggung jawabkan
program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holder).
Dengan adanya LKjIP Satker dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam
mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerinahan yang baik (Good
Governance). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengungkapkan
keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-
hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar
sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara keseluruhan capaian kinerja Kementerian Pertahanan tahun 2021
dinyatakan “Berhasil”’, karena capaiannya rata-rata 73,4% dari target dan tingkat
penyerapan anggaran UO Kemhan tahun 2021 telah mencapai 77,46%. Jika dilihat
dari keselarasan antara capaian target kinerja dan tingkat penyerapan anggaran, maka
dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja sudah berjalan dengan baik di
lingkungan UO Kemhan, tetapi masih diperlukan usaha yang lebih kuat dalam
pemenuhan target yang telah ditetapkan.
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang.

a.

Umum.

1)

2)

3)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah
untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau  kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (UO Kemhan) sebagai salah satu
unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan telah melak-sanakan
program dan kegiatan tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj IP) UO Kemhan Tahun 2021 disusun dalam bentuk laporan
pertanggungjawaban  tentang  keberhasilan maupun  kegagalan
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi UO Kemhan dalam mencapai
tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan
disepakati pada dokumen perjanjian kinerja UO Kemhan Tahun 2021.

Maksud dan tujuan.

1)

Maksud. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) UO Kemhan Tahun 2021
sebagai wujud pertanggungjawaban UO Kemhan atas pelaksanaan
program/kegiatan serta memberikan gambaran sejauh mana hasil yang
telah dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
UO Kemhan Tahun 2021.
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2) Tujuan. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan

dalam menentukan kebijakan pada periode selanjutnya.
c. Dasar.

1)  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemhan
dan TNI.

2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 314).

3) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor:
KEP/1185/X11/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi Kementerian
Pertahanan Tahun Anggaran 2021.

4) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor:
KEP/1234/XI1/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Rencana Kerja Unit
Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2021.

5) HKeputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor:
KEP/668/V1/2021 tentang Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-B

6) Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan Nomor: KEP/879/V1/2019 tanggal
28 Juni 2019 tentang Kebijakan Perencanaan UO Kemhan TA. 2020.

7)  Reviu Perjanjian Kinerja UO Kemhan Tahun 2021.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pertahanan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan sebagai berikut:

a. Kedudukan. Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri
Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Presiden. Kementerian Pertahanan terdiri dari Satuan Kerja/Subsatuan Kerja
sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kemhan Tahun 2019 sebagai berikut:

1)

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Setjen
Kemhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Setjen
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
UO Kemhan.




2)

3)
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9)

6)

7)

8)

9)

10)

1)
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Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Itjen
Kemhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Itjen
Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di
lingkungan Kemhan.

Direktorat Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Strahan berada -
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Strahan
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang strategi pertahanan.

Direktorat Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditien Renhan
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditien Renhan
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran
pertahanan negara.

Direktorat Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Pothan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditien Pothan mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Potensi Pertahanan.

Direktorat Kekuatan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Kuathan
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditien Kuathan
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kekuatan pertahanan.

Badan Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Baranahan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Baranahan mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.

Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Balitbang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Balitbang
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
pertahanan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badiklat mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

Badan Instalasi Strategis Pertahanan selanjutnya disebut Bainstrahan
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Bainstrahan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan instalasi strategis,
Pertahanan Siber dan Informasi pertahanan.

Pusat Kelaikan selanjutnya disebut Puslaik berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Puslaik mempunyai
tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh UO Kemhan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk,
sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta
fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat, matra laut
dan matra udara serta sertifikasi kualifikasi personel untuk penyelenggara
kelaikan militer. -
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13)

14)

15)
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Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusdatin berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusdatin
mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif
kepada seluruh UO Kemhan di bidang pengembangan dan pengelolaan
sistem informasi pertahanan, infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, pengamanan sistem informasi dan persandian, dan pembinaan
jabatan fungsional pranata komputer dan fungsional persandian di
lingkungan Kemhan.

Pusat Rehabilitasi selanjutnya disebut Pusrehab berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusrehab mempunyai
tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh UO Kemhan di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional,
rehabilitasi sosial dan perumahsakitan.

Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan selanjutnya
disebut Puslapbinkuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri melalui  Sekjen. Puslapbinkuhan ~ mempunyai  tugas
menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh UO
Kemhan di bidang pembinaan dan administrasi keuangan serta
pendayagunaan sumber dana pertahanan.

Universitas Pertahanan selanjutnya disebut Unhan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri. Unhan mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan tinggi di bidang pertahanan. Peraturan Menteri
Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Pertahanan.

Tugas. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyeleng-
garakan pemerintahan negara.

Fungsi. Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas, menyelenggarakan 10 (sepuluh) fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)
S)

6)

Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi
pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan dan kekuatan
pertahanan.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

Pengelolaan barang milik’kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kemhan.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan.
Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
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7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
8) Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan.
9) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kemhan.

Struktur Organisasi Kemhan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan Nomor
14 Tahun 2019 sebagai berikut:

MENTERI PERTAHANAN
ESELON PIMPINAN

ESELONPEMBANTUPIMPINAN [~~~ T T T T T o T T T T T T T T T T T I
- BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETJEN ITJEN -SETITJEN
- BIRO KEPEGAWAIAN -7
- BIRO HUKUM - SA POLITIK - :I ::‘
- BIRO TATAUSAHA DAN PROTOKOL : -
- BIRO UMUM oA oo 0))) - @)) STV
- BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT . ’ STV
- BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA - SA KAM
- BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
E-SEL-OﬁP-EEA-KﬁiA- -—— P | W --------
TUGAS POKOK
DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN
STRAHAN RENHAN POTHAN KUATHAN
-SETDITJEN -SETOITJEN -SETDITJEN - SETDITJEN
- DIT JAKSTRAHAN - DITRENBANGHAN - DIT BELNEG - DITSDM
- DITRAH KOMHAN - DITRENPROGGAR - DIT SUMDAHAN - DIT MATERIIL
- DIT KERSINHAN - DITMIN LAKGAR - DIT TEKINDHAN - DITFASJAS
- DITWILHAN - DITDALPROGAR - DIT VETERAN - DITKES
ESELON PENDUKUNG I T Y 1
BADAN BADAN BADAN BADAN
RANAHAN LITBANG DIKLAT INSTRAHAN
. SETBADAN -SETBADAN - SETBADAN -SETBADAN
- PUS ALPALHAN - PUSLITBANG STRAHAN - PUSDIKLATJEMENHAN . pyg | OLA KAWASAN
- PUS KONSTRUKSI - PUSLITBANG SUMDAHAN - PUSDIKLAT BAHASA - PUS PERTAHANAN SIBER
- PUS KODIFIKASI - PUSLITBANG IPTEKHAN - PUSDIKLAT TEKFUNGHAN  _ pyg INFOSTRAHAN
. PUS BMN . PUSLITBANG ALPALHAN - PUSDIKLAT BELA NEGARA
1 1 1 ) |
PUS PUS PUS PUS
KELAIKAN DATIN REHAB LAP BINKU HAN
- BAG TATAUSAHA - BAG TATAUSAHA - BAG TATAUSAHA -BAG TATAUSAHA
- BID KELAIKAN DARAT . BID BANGLOLA SISFOHAN - BID REHAB MEDIK - BID AKUNTANSI & LAPKU
- BID KELAIKAN LAUT - BID INFRA TIK - BID REHAB VOKASIONAL . BID MINBIA
- BID KELAIKAN UDARA . BID PAMSISINFOSAN - BID REHAB $0S - 8ID DALKU

ESELONPELAKSANA DAERAH
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e. Komposisi dan jumlah pegawai Kemhan berdasarkan golongan dan gender:
1) ASN.

a) Tabel rincian per golongan

PRIA WANITA JUMLAH
PEMBINA UTAMA IV/E 0 0 0 PEMBINA UTAMA IVIE 1 0 1 1
PEMBINA UTAMA MDY IV/D 2 0 2 PEMBINA UTAMA MDY IV/D 2 0 2 4
PEMBINA UTAMA MUDA | IV/C 3 0 3 PEMBINA UTAMA MUDA | Iv/C 9 0 9 12
PEMBINA TINGKAT | IviB | 37 0 37 PEMBINA TINGKAT | iv/B | 38 0 38 75
PEMBINA IVA| 80 0 608 | PEMBINA IVVA | 69 0 69 149
PENATA TINGKAT | no | 182 0 182 | PENATA TINGKAT | wo | 179 0 179 361
PENATA e | 182 0 182 | PENATA e | 169 0 169 351
PENATA MUDA TK. | B | 418 11 429 | PENATAMUDA TK. | nwB [ 367 15 382 811
PENATA MUDA A | 285 21 306 | PENATA MUDA A [ 220 16 236 542
PENGATUR TINGKAT | /0 74 0 74 | PENAGATUR TINGKAT | D | 44 0 44 118
PENGATUR e | 158 34 192 | PENGATUR wc | 163 88 251 443
JURU TINGKAT | D 41 0 41 PENGATUR MUDA TK. | /8 14 0 14 55
PENGATUR MUDA WA 24 0 24 | PENGATUR MUDA WA 11 0 11 35
JURU TINGKAT | /D 5 0 5 JURU TINGKAT | 1) 0 0 0 5
JURU Ic 1 0 1 JURU IIc 0 0 0 1
JURU MUDA TINGKAT | /8 1 0 1 JURU MUDA TINGKAT | B 0 0 0 1
JURU MUDA VA 0 0 0 JURU MUDA VA 0 0 0 0

b) Rekapitulasi:

(1) Golongan |V : 241 orang
(2) Golongan il :2.065 orang

(3) Golonganl!l : 651 orang
(4) Golongan!| 7 orang
Jumlah : 2.964 orang

¢) Grafik Jumlah dan Presentase ASN berdasarkan gender sesuai
Pangkat/Golongan UO Kementerian Pertahanan Tahun 2021.
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2) TN

a) Tabel rincian per pangkat.

WANITA
BINTANG EMPAT 0 0 0 0 BINTANG EMPAT 0 0 0 0 0
BINTANG TIGA 1 1 1 3 BINTANG TIGA 0 0 0 0 3
BINTANG DUA 5 5 BINTANG DUA 0 0 0 0
BINTANG SATU 7 3 BINTANG SATU 0 0 0 0
KOLONEL KOLONEL
LETKOL LETKOL
MAYOR MAYOR
KAPTEN 11 5 KAPTEN
LETTU LETTU
LETDA LETDA
PELDA 6 PELDA 0
SERMA 52 4 4 60 | SERMA 9 3 0 12 72
SERKA 82 4 12 98 | SERKA 10 | 10 6 26 124
SERTU 87 6 7 100 | SERTU 6 2 1 9 109
SERDA 93 5 2 100 | SERDA 1 0 1 2 102
O
KOPKA 20 12 1 33 | KOPKA 0 0 0 0 33
KOPTU 14 13 0 27 KOPTU 0 0 0 0 27
KOPDA 19 7 4 30 | KOPDA 0 0 0 0 30
PRAKA 20 2 1 23 PRAKA 0 0 0 0 23
PRATU 59 0 2 61 PRATU 0 0 0 0 61
PRADA 60 0 0 60 | PRADA 0 0 0 0 60
KELAS! DUA 0 0 0 0 KELASI DUA 0 0 0 0 0
KELASI SATU 0 1 0 1 KELASI SATU 0 0 0 0 1
KELASI KEPALA 0 7 0 7 KELASI KEPALA 0 0 0 0 7
b) Rekapitulasi:

(1) Pati : 110 orang

(2) Pamen : 1.051 orang

(3) Pama . 213 orang

(4) Bintara . 514 orang

(5) Tamtama : 242 orang
Jumlah . 2.130 orang
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c) Grafik Jumlah dan Presentase TNI berdasarkan gender sesuai
Pangkat Kementerian Pertahanan Tahun 2020.

100% -
95%
90%
B WANITA
85% B LAKI
80%
75% -
PATH PAMEN PAMA BINTARA TAMTAMA

b. Kekuatan personel UO Kemhan adalah 5.094 orang (per 31 Desember 2021).

Permasalahan utama UO Kemhan bersifat strategis. Dalam program dan kegiatan UO
Kemhan tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra UO Kemhan
tahun 2020-2024, dalam penyelenggaraan pertahanan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, terdapat potensi dan permasalahan yang mengikutinya. Potensi
pertahanan negara merupakan aspek yang perlu dipromosikan dan diperkuat untuk
meningkatkan kesuksesan pertahanan Negara. Sedangkan, permasalahan
pertahanan Negara perlu diselesaikan dan dicari solusinya agar tidak menjadi
penghambat terealisasinya ketahanan negara yang kuat. Berikut merupakan rincian
dari potensi dan permasalahan pertahanan:

a. Potensi Bidang Pertahanan.

Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk
dikembangkan. Potensi dapat bersumber dari sesuatu yang sangat besar maupun
kecil yang belum diketahui. Berdasarkan capaian kinerja yang sudah
dilaksanakan, dapat dipetakan berbagai potensi yang dapat dijadikan salah satu
alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Potensi dalam bidang geopolitik dan geostrategi yang dimiliki antara lain,
Geopolitik Indonesia yang bertumpu pada Wawasan Nusantara. Hal tersebut
merupakan yaitu cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu potensi lainnya
berkaitan dengan upaya memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan
lingkungan keberadaannya yang sarwa nusantara dalam memanfaatkan kondisi
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dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan
rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Upaya tersebut yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua
arah pandang. Arah pandang ke dalam ditujukan kepada kesatuan wilayah,
sedangkan arah pandang ke luar ditujukan untuk menjamin kepentingan nasional
dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Kemudian berkaitan dengan Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi
nasional dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai ruang hidup nasional guna
mengarahkan kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan
dan tujuan nasional, yang diimplementasikan dalam kebijakan poros maritim
dunia. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam Ketahanan Nasional, yaitu suatu
kondisi dinamis suatu bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta
mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi
segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Hal tersebut dapat
bersumber dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak
langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup
berbangsa dan bernegara serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan
nasional.

Potensi lainnya yang dimiliki berkaitan dengan Kebijakan pertahanan negara
yang diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional, hal tersebut diwujudkan
dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu:

1) Tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2) Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan
nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan
nasional berdasarkan wawasan nusantara.

3) Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional
yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Kepentingan nasional Indonesia disusun dalam 3 (tiga) kategori, yaitu yang
bersifat mutlak, vital, dan penting. Kepentingan nasional yang bersifat mutiak
adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan nasional yang bersifat
vital adalah terjaminnya kelancaran pembangunan nasional yang meliputi
berbagai bidang kehidupan secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang berPancasila, sejahtera, adil dan makmur. Sedangkan,
kepentingan nasional yang bersifat penting adalah kepentingan yang terkait
dengan stabilitas regional dan perdamaian dunia.

Potensi dan kekuatan nasional pada poin 3 tersebut dipetakan dalam 4 (empat)
aspek yaitu berdasarkan potensi kerjasama internasional, regulasi dan kebijakan
pertahanan negara, sumber daya pertahanan, dan industri dan teknologi
pertahanan. Berikut merupakan rincian dari masing-masing aspek potensi
tersebut:
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Kerjasama Internasional.

Untuk meningkatkan usaha pertahanan negara, kerjasama dengan negara
lain merupakan hal yang penting dan perlu untuk dilakukan. Kerjasama
antar negara dapat menunjang terjaganya kestabilan negara kawasan, dan
bentuk ini merupakan salah satu bentuk upaya secara non-militer. Bentuk
upaya kerjasama untuk peningkatan hubungan ini direalisasikan dalam
forum dialog maupun pertemuan bilateral oleh Kementerian Pertahanan
(Kemhan). Selama periode 2015-2019, kemhan telah melaksanakan
pertemuan bilateral dengan 16 negara, yaitu: Filipina, Brunei Darussalam,
Vietnam, Jepang, India, Australia, New Zealand, China, Amerika Serikat,
Jerman, Perancis, Swedia, Belanda, Italia, Polandia, dan Spanyol.

Perjanjian bilateral tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan
Perjanjian Bilateral Kerja Sama Pertahanan serta kegiatan-kegiatan
lapangan yang dilakukan untuk mempererat hubungan antar negara.
Beberapa kegiatan direalisasikan dalam bentuk Expert Talk, Military Staff
Talk, Army-to-Army Talk, Navy-to-Navy Talk, Air Force-to-Air Force Talk,
latihan bersama, pertukaran staf, kunjungan staf, pendidikan, dan berbagai
kegiatan lainnya.

Kerjasama juga dilakukan Indonesia dalam bentuk kegiatan Trilateral
Indomalphi, yang sampai tahun 2019 awal telah mencapai implementasi
latihan darat. Kerja sama juga dilakukan melalui kegiatan ADMM Plus EWG
on PKO (ASEAN Defence Ministers Meeting Plus Expert Working Group on
Peacekeeping Operation), yang terhitung pada tahun 2019 Indonesia dan
Australia merupakan co-chairs. Kerjasama dalam berbagi informasi
strategis di ASEAN dilakukan dengan dibentuknya Our Eyes Initiative.

Regulasi dan kebijakan Pertahanan Negara.

Dalam menunjang berlangsungnya sebuah aktivitas di dalam suatu
organisasi, diperlukan adanya regulasi dan kebijakan. Untuk
menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya tersebut Kementerian
Pertahanan dalam upaya pertahanan negara menetapkan beberapa
regulasi yaitu:

a) Permenhan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara
Tahun 2015-2019.

b) Permenhan tentang Kebijakan Pembangunan Minimum Essential
Force (MEF) Renstra |l Tahun 2015-2019.

c) Permenhan tentang Pedoman Dasar Pertahanan Negara Tahun 2015-
2019.

d) Kepmenhan tentang Kebijakan Pertahanan Negafa Tahun 2016.
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Sumber Daya Pertahanan.

Untuk merealisasikan pertahanan negara yang kuat, diperlukan
kemampuan untuk dapat mengelola segala sumber daya yang dimiliki
untuk kepentingan nasional. Sumber daya tersebut dibagi dalam 3 (tiga)
segmen meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan,
serta sarana dan prasarana. Dalam rangka mengatur pengelolaan sumber
daya tersebut Kemhan telah menyusun Undang-Undang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional (UU PSDN).

Sumber Daya Manusia pertahanan yang direkrut, diberi pelatihan
kemiliteran, dan dibina dengan baik akan menjadi aset yang berharga bagi
negara. Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan meliputi:

a) Garda Bangsa, yaitu SDM yang telah terlatih dalam bidang tugasnya
melalui latihan dasar kemiliteran sehingga pada saat darurat perang
dapat dikerahkan sebagai komponen cadangan.

b) Tenaga Ahli Profesi, yaitu SDM yang memiliki keahlian sesuai dengan
profesi tertentu dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Penataan dan pembinaan 2 (dua) jenis SDM tersebut telah dilaksanakan
dalam bentuk sosialisasi, workshop, maupun Focus Group Discussion
(FGD) di seluruh provinsi Indonesia. Capaian dari pembinaan SDM tersebut
adalah sebesar 192.348.487 individu warga negara Indonesia, dengan
rincian sebanyak 57.704.546 orang pada segmen Garda Bangsa, sebanyak
19.234.849 orang masuk kedalam segmen tenaga ahli profesi serta
sebanyak 115.409.092 orang lainnya termasuk ke dalam segmen warga
negara lainnya.

Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) merupakan sumber daya
berbentuk benda mati yang berasal dari alam atau yang dibentuk oleh
manusia. Pada upaya untuk mencapai pertahanan negara, terdapat 2 (dua)
jenis Sumber Daya Alam/Buatan (SDA/B) meliputi:

a) Logistik Wilayah, yaitu logistik yang bertumpu pada sumber daya
alam dan disiapkan pada wilayah tersebut guna mendukung operasi
militer.

b) Cadangan Materill Strategis, yaitu bahan dan/atau hasil pertambangan
serta peralatan industri untuk mendukung pertahanan negara.
Kegiatan di bidang penataan dan pembinaan SDAB dilaksanakan
melalui sosialisasi kebijakan pada stakeholder telah mencapai
cakupan 45%.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mencukupi merupakan salah
satu determinan utama yang menentukan kelancaran suatu kegiatan.
Tanpa adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada maka akan
sulit untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas secara optimal. Sarana
dan prasarana untuk kebutuhan pertahanan negara terbagi menjadi 2
(dua), yaitu:
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a) Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang
dapat digunakan sebagai alat untuk menunjang kepentingan
pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional,
yang terdiri atas sarana prasarana nasional matra darat, laut, dan
udara.

b) Industri Nasional, yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan baku menjadi barang yang memiliki nilai tambah (termasuk
industri jasa) yang berguna untuk kepentingan pertahanan negara.
Penataan dan pembinaan sarana dan prasarana telah dilakukan oleh
pemerintah daerah maupun swasta.

Banyaknya potensi yang bisa dan telah dikembangkan pada aspek sumber
daya pertahanan. Proses pencatatan yang baik dan terekam membuat
ruang antara capaian saat ini dan target dapat tergambar, sehingga arah
optimalisasi dapat terlihat. Seluruh sumber daya pertahanan ini merupakan
masukan (input) dalam mengembangkan potensi pertahanan negara.

Industri dan Teknologi Pertahanan.

Industri serta teknologi pertahanan berperan penting dalam penyediaan
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Alpalhankam
merupakan segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara
serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejak tahun 2015 hingga Juli
2019, Kemenhan RI telah menetapkan 71 Industri Pertahanan baru, baik
BUMN maupun BUMS, sehingga saat ini terdapat 108 Industri pertahanan
yang telah teregistrasi di Kemhan RI. Tonggak baru dari layanan
pendaftaran industri pertahanan di tahun 2019 adalah dengan
diluncurkannya Sistem Online Pendaftaran Industri Pertahanan dan Ekspor
Impor Alpalhankam yang dapat diakses melalui perangkat berbasis 10S
dan Android.

Dalam mengembangkan industri pertahanan terdapat 7 (tujuh) program
prioritas nasional. Program tersebut adalah Medium Tank, Kapal Selam,
Roket, Jet Tempur, Rudal, Radar, dan Propelan. Pada tahun 2016,
pemerintah melalui Bappenas telah membuat kebijakan untuk
mengembalikan fungsi alokasi anggaran Program Pengembangan
Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan) sebagai bentuk insentif
yang diberikan kepada Industri Pertahanan untuk dapat mengembangkan
teknologi industri pertahanan melalui pembuatan First Article (FA).

Permasalahan.

Pembangunan pertahanan negara pada periode pelaksanaan Renstra 2015-
2019 seperti yang telah diuraikan di atas, telah menunjukkan keberhasilan yang
nyata. Seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang terjadi serta upaya
kelanjutan pembangunan pertahanan yang berkesinambungan, terdapat
beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun
2020-2024 yang dapat diidentifikasi berikut ini:
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1) Keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dan belum
optimalnya modernisasi dan integrasi Sistem Pertahanan Negara.

2) Belum optimalnya dukungan industri pertahanan.
3) Tata kelola penyelenggaraan pertahanan Negara yang belum optimal.

4) Sumber daya nasional dan wilayah yang dapat digunakan untuk
mendukung pertahanan negara belum tertata dan terbina secara optimal.

5) Belum optimalnya pengembangan profesionalisme SDM pertahanan.
6) Belum terintegrasinya pengelolaan media dan informasi pertahanan.
7)  Regulasi terkait pertahanan yang belum harmonis/selaras.

8) Program dan anggaran belum akuntabel sepenuhnya.

9) Belum optimalnya pelayanan prima yang diberikan.

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Umum.

Dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan ke empat dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Unit Organisasi
Kementerian Pertahanan (UO Kemhan) telah menetapkan Renstra UO Kemhan tahun
2020-2024 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor :
KEP/668/V1/2021 tentang Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024.
Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan
kinerja di lingkungan UO Kemhan, target kinerja tersebut selaras dengan arah dan
tujuan UO Kemhan yang telah ditetapkan. Target kinerja UO Kemhan tahun 2021
mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra UO Kemhan tahun 2020-2024
dan memperhatikan masukan/usulan target dari Satker/ Subsatker yang bertanggung
jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun informasi kinerja
UO Kemhan tahun 2021 dapat dijelaskan dalam beberapa ikhtisar dibawabh ini:

a. Ikhtisar Renstra.
b. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan.

c. lkhtisar Perjanjian Kinerja.
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lkhtisar Renstra.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan
pembangunan pertahanan negara untuk periode 5 (lima) tahun, berisi tentang proses
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dengan
mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Perencanaan Kinerja UO Kemhan tahun 2021 berpedoman pada sasaran dan
kegiatan prioritas nasional yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 serta dengan memper-
timbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi maka
pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap mengacu pada
kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020 - 2024. Dalam rangka
menindaklanjuti RPJMN tahun 2020-2024, Pada tahun 2020 Sekjen Kemhan telah
menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor:
KEP/668/V1/2021 tentang Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024.
Rencana Strategis UO Kemhan tahun 2020 - 2024 tersebut digunakan sebagai
dokumen strategis tahun kedua dalam pelaksanaan program dan kegiatan
UO Kemhan tahun 2021.

Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis UO Kemhan pada tahun 2021
selaras dengan Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan telah ditetapkan ke dalam
Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan Nomor: KEP/668/V1/2021 tanggal 10 Juni
2021. Adapun dokumen Renstra UO Kemhan Tahun 2020 - 2024 selaras dengan visi,
misi dan tujuan serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertahanan sebagai
berikut:

a. Visi.

1) Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri
dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

2) Visi Pertahanan yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat,
mandiri dan kepribadian berlandaskan gotong royong”.

b. Misi.

Misi yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi pertahanannegara,
yaitu “ Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi system
pertahanan yang modern dan TNI yang professional.”

c. Tujuan.

Tujuan dan sasaran strategis UO Kemhan disusun berdasarkan hasil identifikasi
potensi dan tantangan yang kemungkinan dihadapi pada langkah sebelumnya
dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi UO Kemhan. Pada
tingkat UO Kemhan, dijelaskan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis UO
Kemhan berada pada tingkatan kinerja yang menghasilkan dampak (impact).
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Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran
Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Adapun Tujuan UO Kemhan yaitu sebagai
berikut:

1) Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya
keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

2) Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
(Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.

3) Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), untuk
Pertahanan Negara.

4) Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.

Sasaran Strategis Pertahanan Negara. Dalam penyusunannya, Kementerian
Pertahanan menetapkan sejumlah Sasaran Strategis (SS) untuk mengukur
tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pertahanan negara serta
menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2024. Kementerian
Pertahanan menetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai
ukuran keberhasilan dari Sasaran Strategis, serta menjawab tujuan yang akan
dicapai pada masa depan (Tahun 2024). Sasaran strategis untuk tingkat
ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1) Tujuan nomor 1: Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta
terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman
terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

a) Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara,
termasuk di daerah perbatasan.

b) Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman baik
dari dalam maupun luar negeri.

c) Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI
dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

d) Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama
bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.

2) Tujuan nomor 2: Terbangunnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern, terdiri dari 3 (tiga)
sasaran strategis yaitu:

a) Terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem
pertahanan negara yang bersifat Semesta.

b) Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.

c) Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.
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3)  Tujuan nomor 3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN)
untuk Pertahanan Negara, terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

a) Terwujudnya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara.

b) Terwujudnya Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara
yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.

c) Terwujudnya komponen cadangan pertahanan negara yang siap
dimobilisasi dan didemobilisasi.

d) Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri dan
berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.

4) Tujuan nomor 4: Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan, terdiri
dari 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

a) Terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi juang (RAK Juang) yang
tangguh untuk mendukung pertahanan negara.

b) Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau
besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.

¢) Terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
d) Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis.
e) Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.

Arah kebijakan dan strategi Kemhan dan TNI.

Sesuai Permen PPN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, arah kebijakan adalah sebuah
pendekatan yang disusun untuk memecahkan permasalahan yang penting dan
mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka
menengah), serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran
nasional serta Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Selain untuk menjawab isu strategis yang sedang dihadapi di bidang
pertahanan, arah kebijakan dan strategi UO Kemhan disusun dengan
memperhatikan arah kebijakan nasional tentang pertahanan negara. Arah
kebijakan nasional termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Dalam lima tahun mendatang, Kemhan dan TNI berkewajiban mendukung
pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah memuat visi dan misi
pembangunan dan selaras dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional
dibidang pertahanan. Untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang
dituangkan ke dalam RPJMN tahun 2020-2024, Kemhan dan TNI harus
menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pertahanan negara
dalam pemerintahan agar sasaran pembangunan yang ditetapkan tercapai.



17

Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan mencakup keseluruhan program
dan kegiatan prioritas nasional dan sasaran pembangunan Kemhan dan TNI.
Adapun prioritas nasional bidang pertahanan negara tahun 2020-2024 adalah
sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

8)

9)

Pembangunan Postur TNI.

Pembangunan pertahanan dan intelijen siber.

Pemberdayaan industri pertahanan.

Pembangunan karakter bangsa.

Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme.
Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi dan sinergis.

Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/
Terdepan (PPKT).

Peningkatan kerjasama internasional.

Pembangunan kelembagaan.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertahanan negara Tahun 2020-
2024, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan adalah sebagai berikut:

1)

Pembangunan Postur TNI.

a) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
Postur TNI ditempuh dengan:

(1) Melanjutkan pemenuhan Alutsista MEF IlI.

(2) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.
(3) Pembangunan sarana-prasarana pertahanan.

(4) Meningkatkan kontribusi industri pertahanan.

(5) Meningkatkan kesiapan operasional Alutsista TNI dalam
melaksanakan tugas-tugas baik OMP maupun OMSP.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan Postur TNI
adalah:

(1) Rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, pengadaan, dan
penghapusan dengan pemenuhan terhadap aspek utama yang
meliputi: Alutsista, pemeliharaan dan perawatan (harwat),
organisasi, sarana prasarana, dan pemenuhan terhadap aspek
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pendukung meliputi: industri pertahanan, profesionalisme
prajurit, dan kesejahteraan.

Pengembangan personel TNI (prajurit TNI dan ASN)
menggunakan prinsip kebijakan rightsizing dan proporsional
growth disesuaikan dengan pengembangan organisasi TNI.

2) Pembangunan Pertahanan dan Intelijen Siber.

a) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
pertahanan dan intelijen siber ditempuh dengan:

(1)

2

Pembangunan sistem siber yang mampu melindungi dan
mengamankan Infrastruktur Kritis TNI.

Pembangunan sistem siber yang mampu melakukan perang
siber.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai pembangunan Pertahanan dan
intelijen siber adalah:

(1)

@)

()

@

(6)

Pengembangan sistem sensor pemantauan serangan siber yang
terintegrasi untuk dapat mengenali berbagai macam bentuk
serangan yang digelar pada seluruh satker TNI.

Mendorong di bentuknya satuan siber di UO TNI AL dan UO TNI
AU.

Mendorong dibentuknya Computer Security Incident Response
Team (CSIRT) pada seluruh Satker TNl guna penanganan
insiden dan dampak dari serangan siber.

Meningkatkan kerjasama dengan instansi/unit/pihak lain terkait
bidang siber dalam peyelenggaraan penanganan insiden siber.

Mengembangkan kapabilitas teknologi dan kemampuan siber
yang mampu melakukan perang siber dengan melakukan
operasi penangkalan, operasi siber khusus dan operasi
dukungan pada operasi intelijen.

3) Pemberdayaan Industri Pertahanan.

a) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Pemberdayaan
Industri Pertahanan ditempuh dengan:

(1)

Mengimplementasikan dan mendorong K/L terkait untuk
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,
khususnya berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan
produk industri pertahanan dalam negeri apabila industri dalam
negeri telah mampu memproduksi.




)

©)

(4)

©)

(6)

19

Mendorong industri nasional dalam pembangunan struktur
industri pertahanan yaitu industri alat utama, industri komponen
utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau
pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.

Mendorong industri pertahanan dalam melaksanakan kerja sama
dengan industri pertahanan |uar negeri dalam rangka
mengembangkan teknologi industri pertahanan melalui alih
teknologi dan alih pengetahuan alat peralatan pertahanan dari
luar negeri melalui kerja sama penelitian dan pengembangan,
serta kerja sama produksi.

Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri
pertahanan dengan cara mewajibkan setiap pengadaan alat
peralatan pertahanan dari luar negeri disertai dengan imbal
dagang, kandungan lokal dan/atau offset.

Mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan,
perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan
evaluasi dalam rangka pembinaan industri pertahanan
dilaksanakan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Mendorong pelaksanaan promosi dalam negeri maupun luar
negeri, dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui
penyelenggaraan pameran industri pertahanan.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran Pemberdayaan Industri
Pertahanan adalah: :

(1)

2

@)

Melakukan kerja sama dengan industri luar negeri dalam
penyediaan Alutsista.

Melakukan kerjasama melalui; pendidikan, pelatihan, alih
teknologi, penelitan dan pengembangan, perekayasaan,
produksi, pemasaran, serta pembiayaan.

Memberikan kesempatan industri pertahanan dalam negeri
untuk memaksimalkan produksi Alutsista terbaik.

4) Pembangunan Karakter Bangsa.

a) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
karakter bangsa ditempuh dengan:

(1

(@)

Memperkuat penyelenggaraan Program Pembinaan Kesadaran
Bela Negara (PKBN), meliputi bidang perencanaan, program
kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun
pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan pembinaan
kesadaran bela negara.
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(3) Membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan
kewarganegaraan dan peningkatan peran media massa dalam
pembentukan karakter bangsa.

(4) Mendorong K/L terkait dalam upaya perbaikan regulasi,
perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum,
dan ekonomi sebagai salah satu yang mendorong terjadinya
perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada
hakikatnya mendasari proses pembangunan karakter bangsa.

b) Strategi kebijakan dalam rangka karakter pembangunan bangsa
ditempuh dengan Pembinaan kesadaran dan kemampuan bela
negara bagi setiap warga negara Indonesia melalui:

(1) Pendidikan kewarganegaraan.

(2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

(3) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara
sukarela atau secara wajib.

(4) Pengabdian sesuai dengan profesi.

Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme.

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran peningkatan
kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme ditempuh
dengan:

(1) Meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit.

(2) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan latihan
prajurit TNI.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan
kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme adalah:

(1) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.

(2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan
prajurit.

Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi, dan sinergis.

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
pertahanan negara yang terintegrasi, modern dan sinergis ditempuh
dengan:

(1) Mengembangkan teknologi sistem pertahanan secara
terintegrasi melalui pembangunan Network Centric Warfare
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(NCW) guna pencapaian kesatuan komando (Unity of
Command) dalam pencapaian keputusan.

(2) Mengoptimalkan pembangunan Komando Gabungan Wilayah
Pertahanan TNI (Kogabwilhan) dan Satuan TNI Terintegrasi
(STT).

(3) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI
dengan program pemerintah.

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan pertahanan negara
yang terintegrasi, modern dan sinergis adalah:

(1) Strategi pengembangan teknologi sistem pertahanan secara
terintegrasi melalui pembangunan Network Centric Warfare
(NCW) melalui:

@

(b)

(d)

(e)

Revitalisasi Puskodalops TNI dengan konsep NCW pada
tahap core (tahap awal) melalui pembangunan infrastruktur
antara lain pengembangan infrastruktur Pusdalops TNI,
Satelit HUB/fiber optic/broadband terrestrial, dan mirroring
sistem/hot backup redundancy serta mengembangkan
sistem dengan kemampuan akuisisi data dan koneksi
ke/dari Pusdalops-Puskodal Angkatan, pembangunan sub
sistem atau interface Posko Kotama, dan network
management. '

Perwujudan integrasi Alutsista TNI yang baru dalam bidang
komunikasi dan elektronika secara integratif.

Penguatan backbone komunikasi prioritas di daerah-daerah
operasi rutin (pengamanan perbatasan, pengamanan
daerah rawan, pengamanan komputer) memanfaatkan
Palapa Ring, Vsat Kominfo, dan Terestrial pita lebar.

Penguatan dan perwujudan integrasi sensor dari pulau
terluar/terdepan (Natuna, Saumlaki, Biak, Morotai dan
Merauke) ke Pusdalops TNI serta pembangunan dan
optimalisasi Coastal Defense dan Coastal Surveillance
System di corong-corong strategis.

Pembentukan Pusat Informasi Maritim TNI (Pusinfomar)
sebagai sarana sinergitas dalam mendukung pelaksanaan
tugas TNl dengan pemangku kepentingan terkait seperti
Bakamla, Bea Cukai, KKKP, Perhubungan laut dan
lembaga terkait lainnya.

(2) Strategi optimalisasi pembangunan serta kapabilitas Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan TNI (Kogabwilhan) dan Satuan
TNI Terintegrasi (STT) melalui:
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(a) Melaksanakan Jlanjutan pembangunan Satuan TNI
Terintegrasi di Morotai, dan Biak.

(b) Melanjutkan Pembangunan Sarana prasarana
Makogabwilhan | di Tanjung Pinang, Makogabwilhan Il di
Balikpapan, dan Makogabwilhan Il di Yapen, Waropen.

(3) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI
dengan program pemerintah. Pembangunan gelar kekuatan TNI
yang mendukung dan sinergis dengan pengembangan wilayah
strategis nasional.

(4) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI
dengan program pemerintah. Pembangunan gelar kekuatan TNI
yang mendukung dan sinergis dengan pengembangan wilayah
strategis nasional.

(5) Meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam pengawakan
Alutsista TNI yang menerapkan teknologi mutakhir dan mampu
beroperasi secara interoperability.

(a) Pengembangan pendidikan dan latihan pengawakan
alutsista mutakhir yang beroperasi secara interoperability.

(b) Pengembangan konsep interoperability secara mulai dari
level strategis sampai dengan taktis operasionalnya.

7) Pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/
Terdepan (PPKT).

‘ a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan
| Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT)
ditempuh dengan:

(1) Mengoptimalkan pengintegrasian peran dan fungsi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan
memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

(2) Memperkuat kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan Pulau-
Pulau Kecil Terluar/Terdepan, termasuk peningkatan gelar
kekuatan TNI di pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang bersifat
strategis.

(3) Meningkatkan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu
di wilayah perbatasan; Mewujudkan pembangunan pangkalan-
pangkalan militer baru yang dilengkapi dengan fasilitas guna
meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit yang bertugas.

(4) Mengoptimalkan upaya diplomasi secara bilateral dan/atau
multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah
perbatasan secara damai.
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Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan wilayah perbatasan
dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) adalah:

(1)

(2)

@)

)

©®)

(6)

(7)

®

Menindaklanjuti pembangunan sabuk pengaman di kawasan
perbatasan darat Kalimantan sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara di Kalimantan.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan K/L, khususnya
BNPP dan Pemda dalam pengelolaan daerah prioritas
pertahanan di seluruh kawasan perbatasan darat, khususnya di
wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua berbasis tata ruang.

Mengoptimalkan pembangunan kekuatan TNI di kawasan pulau-
pulau strategis terluar/terdepan, terdiri dari: Natuna,
Yamdena/Selaru, Merauke, Morotai dan Biak. Pembangunan
diarahkan pada terciptanya kekuatan TNI| secara terpadu, baik
TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Disamping itu tetap meningkatkan
upaya pengawasan, penjagaan, dan penegakan hukum serta
pemberdayaan di kawasan tersebut.

Membangun sarana dan prasarana berupa fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas pendidikan pada pangkalan-
pangkalan militer yang ada dan yang akan dibangun guna
meningkatkan kesejahteraan prajurit yang bertugas.

Membangun sarana dan prasarana berupa wahana monitoring
dan penginderaan jarak jauh berbasis satelit di wilayah
perbatasan dengan menggunakan Radar dan PTTA/drone untuk
mendapatkan data dan informasi secara real time serta
terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan
deteksi dini dan peringatan dini.

Meningkatkan kerja sama dengan K/L terkait dan Pemda guna
memperkuat peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa
(TMMD) dalam membantu percepatan pembangunan fisik dan
non fisik secara sistematik, berlanjut, dan terpadu.

Mendukung penguatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai pemegang otoritas
pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan
perbatasan, dan tim koordinasi pengelolaan PPKT yang diketuai
oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan sebagai pemegang otoritas pengelolaan PPKT agar
mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan
mensinergikan program pembangunan yang dilakukan oleh K/L
terkait dan Pemda dengan mengacu pada rencana induk
pengelolaan perbatasan negara.

Mendukung K/L terkait dalam peningkatan perundingan
perbatasan dan diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral
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secara damai mengenai batas wilayah negara untuk
mempercepat penyelesaian perbatasan dengan negara tetangga

8) Peningkatan Kerjasama Internasional.

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran peningkatan
kerjasama internasional ditempuh dengan:

(M

(2)

3)

Peningkatan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Indo-
Pasifik dan Pasifik Selatan.

Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan K/L terkait
dalam diplomasi pertahanan.

Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian di
berbagai kawasan.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan kerjasama
internasional adalah:

(1)

)

©)

Melaksanakan dialog strategis pertahanan dan keamanan,
membangun kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat
untuk menciptakan rasa saling percaya, mencari solusi damai
bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian
bersama.

Mengatasi isu-isu keamanan bersama dengan saling
berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik, dan mengatasi
ancaman aktual yang menjadi kepentingan bersama termasuk
mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara.

Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian di
berbagai kawasan dan tetap mempertahankan 10 besar negara
pengirim PMPP.

9) Pembangunan Kelembagaan

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
kelembagaan ditempuh dengan:

(1)

@
3)
4

Pembangunan dan penataan sistem pertahanan sistem
pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan Timur sebagai
lokasi pemindahan ibukota baru.

Mendorong terbentUknya komponen cadangan.

Mendorong terbentuknya komponen pendukung.

Penataan dan penguatan unsur utama dan unsur lain kekuatan
bangsa dalam rangka terwujudnya pertahanan nirmiliter.
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(6)

(7)
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Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah guna
membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif.

Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.

Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional.
Penguatan kapasitas lembaga intelijen.

Pembentukan lembaga lainnya yang terkait.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan
kelembagaan adalah:

M

()

@)

4)

Pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer terpadu
diselenggarakan melalui:

(a) Mengoptimalkan pembangunan Kogabwilhan, Koopsus dan
Satuan TNI Terintegrasi (STT).

(b) Merencanakan dan menata satuan-satuan TNI guna
meningkatkan dan memperkuat pertahanan ibukota.

(c) Merencanakan strategi dan postur pertahanan yang tepat
dihadapkan pada kondisi geografis wilayah Kalimantan
Timur serta kemungkinan ancaman yang akan dihadapi.

Mendorong terbentuknya komponen cadangan, diselenggarakan
melalui:

(@) Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai
penjabaran dari Undang-Undang PSDN yang telah
disahkan.

(b) Melaksanakan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar
kemiliteran, dan penetapan dalam pembentukan komponen
cadangan.

Mendorong terbentuknya komponen pendukung,
diselenggarakan melalui:

(@) Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai
penjabaran dari Undang-Undang PSDN vyang telah
disahkan.

(b) Melaksanakan pendataan, pemilahan, pemilihan, dan
verifikasi terhadap komponen komponen pendukung.

Penataan dan penguatan unsur utama dan dan unsur lain
kekuatan bangsa dalam rangka terwujudnya pertahanan
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(7)
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nirmiliter yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter,
diselenggarakan melalui:

(@) Merumuskan peraturan perundang-undangan terkait
pelibatan TNI dalam pertahanan nirmiliter.

(b) Mendorong K/L dalam merumuskan kebijakan/aturan
terkait penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.

Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah guna
membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif
untuk kepentingan pertahanan negara, diselenggarakan melalui:

(a) Penataan koordinasi melalui perwakilan Kementerian
Pertahanan di daerah. Hal tersebut ditujukan untuk
menjembatani kepentingan aspek pertahanan militer dan
pertahanan nirmiliter di daerah, sehingga terdapat
keterpaduan langkah dan gerak dalam mengantisipasi,
mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk
ancaman.

(b) Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemda
melalui optimalisasi perwakilan Kementerian Pertahanan di
daerah.

Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan republik
Indonesia di luar negeri yang mampu menjalankan diplomasi
pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi,
diselenggarakan meialui:

(a) Optimalisasi peran dan fungsi atase pertahanan dalam
mencapai tujuan diplomasi pertahanan guna mencapai
kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di
bidang pertahanan, dan dalam rangka berkontribusi bagi
terciptanya stabilitas keamanan regional maupun global.

(b) Penguatan koordinasi antara Kemhan dan TNI dalam
rekrutmen, pengawasan dan pembinaan administrasi,
personel, operasi, materiil dan anggaran atase pertahanan
yang dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional sehingga
mampu mengintegrasikan dan tercapainya koherensi kebijakan-
kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan secara
komprehensif.

Penguatan kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan
negara, diselenggarakan melalui:
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(a) Peningkatan fungsi penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan melalui peningkatan kapasitas dan
kapabilitas deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini.

(b) Peningkatan tata kelola, koordinasi, dan pertukaran
informasi sehingga tercipta interoperabilitas antar institusi
intelijen baik militer maupun nonmiliter di pusat maupun
daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara.

(c) Peningkatan kapabilitas pengumpulan informasi intelijen
melalui intelijen manusia ataupun intelijen teknik yang
bersumber dari alat peralatan intelijen terestrial,
hydrospasial, aero/geospasial, termasuk juga intelijen siber.

(d) Peningkatan analisa intelijen, diantaranya adalah analisa
hubungan (link analysis), analisa kecenderungan (trend
analysis), analisa bentuk atau pola (pattern analysis),
analisis antisipasi (anticipatory analysis), analisis teknis
(technical analysis), analisis anomali (anomaly analysis),
analisis budaya (cultural analysis), analisis semiotika
(semiotics analysis), ataupun analisis lain yang relevan
dalam suatu metodologi riset, guna mendapatkan informasi
intelijen yang akurat.

(e) Peningkatan modernisasi dan infrastruktur alat penunjang
kerja dan material khusus intelijen yang sesuai dengan
perkembangan teknologi.

() Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang
intelijen dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

Pembentukan kelembagaan.

Pembentukan lembaga lainnya yang dibutuhkan untuk
pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pembentukan
lembaga tersebut disesuaikan dengan lembaga-lembaga yang
telah ada yang ditujukan untuk mencapai efektivitas, efisiensi,
dan responsibilitas institusional dalam rangka menghadapi
berbagai kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada
stabilitas nasional. Salah satu potensi diantaranya adalah
penguatan satuan berkemampuan Kimia Biologi Radioaktif
Nuklir Elektromagnetik (KBRNE) dan perencanaan untuk mulai
memperkuat kemampuan KBRNE pada semua matra darat, laut,
dan udara, yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan
terkait yang berkemampuan KBRNE seperti BATAN, BAPETEN,
Lembaga Pasteurisasi, serta lembaga riset terkait lainnya.
Potensi lain adalah berkenaan dengan antariksa.
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Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan.

Dalam penetapan target kinerja UO Kemhan selalu memperhatikan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan UO Kemhan terarah
dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam RKT mengatur mengenai kebijakan
umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di
lingkungan UO Kemhan. Rencana Kinerja Tahunan sangat diperlukan karena akan
menghasilkan target atau tujuan kinerja yang berupa sasaran kuantitatif berdasarkan
ukuran kinerja atau indikator kinerja utama yang digunakan, sehingga
pelaksanaannya akan memudahkan untuk proses pengukuran program atau kegiatan
maupun kinerja instansi secara keseluruhan.

a. Program Utama. Program utama UO Kemhan dalam penyelenggaraan seluruh
kegiatan didukung oleh 5 (lima) program sebagai berikut:

1)  Program Dukungan Manajemen.

2) Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan.

3) Program Modernisasi,Alutsista,Non Alutsista,dan Sarpras Pertahanan.
4) Program Pembinaan Sumberdaya Pertahanan.

5) Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan.

b. Sasaran Program. Dalam Rencana Kinerja Tahunan UO Kemhan Tahun
2021, dari 5 (lima) program dijabarkan menjadi 15 (lima belas) sasaran program
yang ingin dicapai sebagai berikut:

1)  Sasaran program Dukungan Manajemen yaitu:

a) Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan
data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan.

b) Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur Kemhan
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

c) Terwujudnya SDM bidang pertahanan yang memiliki kompetensi dan
integritas yang unggul.

d) Terwujudnya tata kelola program dan anggaran pertahanan negara
yang terintegrasi, efisien, efektif, akuntabel dan tepat waktu.

e) Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam rangka
penyelenggaraan seluruh kegiatan di kawasan instalasi strategis
pertahanan.

f) Tersedianya informasi strategis pertahanan negara yang up to date.
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g) Terwujudnya sistem pertahanan siber dalam rangka pertahanan

negara yang mampu menghadapi ancaman dan serangan Siber
Global.

Sasaran program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan yaitu:

- Terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara
yang terintegrasi dan memiliki efek dalam menghadapi ancaman,
gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional,
dan global.

Sasaran program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras
Pertahanan yaitu:

a) Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Pertahanan.

b) Terwujudnya Pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri
pertahanan dalam rangka Produksi Alutsista Industri Dalam Negeri.

Sasaran program Pembinaan Sumberdaya Pertahanan yaitu:

a) Terwujudnya Penyelenggaraan Kekuatan Komponen Utama
Pertahanan Negara yang terintegrasi.

b) Terwujudnya potensi pertahanan dalam rangka mewujudkan sistem
pertahanan negara yang terintegrasi.

Sasaran program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan yaitu:

a) Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan
IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri.

b) Meningkatnya pemanfaatan teknologi hasil Litbang Kemhan.

c) Terwujudnya Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan
dalam rangka First Article (FA).

Kegiatan Utama. Dalam rangka mewujudkan sasaran program yang telah
direncanakan maka disusunlah 61 (enam puluh satu) kegiatan UO Kemhan
Tahun 2021 berdasarkan program meliputi:

1)

Program dukungan manajemen dengan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan:
a) Pengelolaan sistem informasi pertahanan negara.

b) Pelaksanaan administrasi pembiayaan, pembinaan, pengendalian
dan pelaporan keuangan pertahanan.

¢) Pelayanan bantuan hukum,
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e)
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h)
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Pelayanan rehabilitasi dan perumahsakitan.
Dukungan pelayanan umum UO Kemhan.
Dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur UO Kemhan.
Dukungan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO Kemhan.
Dukungan perencanaan anggaran dan keuangan UO Kemhan.

Dukungan administrasi pelayanan pimpinan dan keprotokolan
UO Kemhan.

Pelayanan hubungan masyarakat.

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan.

Penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan bidang
pertahanan.

Pelaksanaan Kelaikan Sarana Pertahanan.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Baranahan Kemhan.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itien
Kemhan.

Pengawasan Intern Kemhan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.
Pengawasan terhadap Keuangan dan Penganggaran.

Pengawasan terhadap SDM, Hukum, Manajemen dan Layanan Publik.
Pengawasan terhadap BMN dan Logistik.

Pengawasan terhadap Organisasi, Tata Laksana, Kinerja dan PDTT.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Balitbang.

Pendidikan dan Pelatihan Bahasa.

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan.




2)

3)

aa)

bb)

cC)
dd)

ee)

99)

hh)

i)

)
kk)
I

31

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Badiklat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Strahan.

Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran.
Pengendalian Program dan Anggaran.
Perencanaan Pembangunan Pertahanan.
Perencanaan Program dan Anggaran.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Renhan Kemhan.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Pothan Kemhan.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Kuathan Kemhan.

Pengelolaan Pertahanan Siber.
Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Pertahanan.

Pengelolaan Informasi Strategis Pertahanan.

mm) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Badan Instalasi Strategis Pertahanan.

Program kebijakan dan regulasi pertahanan dengan 4 (empat) kegiatan:

a)
b)
c)

d)

Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif.
Kerja Sama Internasional.
Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Pertahanan Negara.

Pengelolaan Wilayah Pertahanan.

Program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan
dengan 5 (lima) kegiatan:

a)

b)

Kodifikasi Materiil Pertahanan.

Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan.
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¢) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah
Perbatasan.

d) Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan.

e) Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak
Industri Pertahanan.

4) Program pembinaan sumberdaya pertahanan dengan 7 (tujuh) kegiatan:
a) Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan.
b) Pembinaan Kesehatan Pertahanan.
c) Pembinaan Materiil Pertahanan.
d) Pembinaan Sumber Daya Manusia.
e) Pembinaan Keveteranan.
f) Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
g) Penyiapan Sumber Daya Pertahanan.

5) Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan dengan 6 (enam)
kegiatan:

a) Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan. |

b) Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan.

c) Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan.

d) Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan.

e) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan.

fy Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan.

d. Indikator Kinerja Utama. Dalam pelaksanaan 5 (lima) program, dan 61 (enam

puluh satu) kegiatan, yang terdiri dari 15 (lima belas) sasaran program dan 108
(seratus delapan) sasaran kegiatan, maka dirumuskan 261 (dua ratus enam

puluh satu) indikator kinerja utama dengan urutan sebagai berikut:

1)  Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara (Pusdatin Kemhan) 4
(empat) indikator:

a) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan.

b) Persentase kesiapan operasional aplikasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

—



2)

3)

4)

33
c) Persentase kesiapan operasional Infrastruktur Jaringan.

d) Tingkat keamanan sistem informasi pertahanan Negara dan
Persandian.

Pelaksanaan Administrasi Pembiayaan, Pembinaan, Pengendalian dan
Pelaporan Keuangan Pertahanan (Puslapbinkuhan Kemhan) 6 (enam)
indikator:

a) Persentase Laporan Keuangan (LK) UO yang memadai.

b)  Opini Laporan Keuangan (LK) Kemhan.

c) Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

d) Persentase kesesuaian antara neraca dan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Kemhan dan TNI.

e) Persentase kesesuaian nilai bidang keuangan dengan Laporan BMN.

f) Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker
Puslapbinkuhan yang telah ditindaklanjuti.

Pelayanan Bantuan Hukum (Biro Hukum Setjen Kemhan) 3 (tiga) indikator:
a) Persentase perkara hukum yang dapat diselesaikan.
b) Persentase nasihat hukum yang ditindaklanjuti.

c) Tingkat pemahaman peserta terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang disuluhkan.

Pelayanan Rehabilitasi dan Perumahsakitan (Pusrehab Kemhan) 6 (enam)
indikator:

a) Persentase penyandang disabilitas personel TNl dan PNS Kemhan
yang berhasil direhabilitasi sampai profesional dan mandiri.

b) Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan
yang memiliki motivasi entrepreneurship (kewirausahaan).

c) Persentase penyandang disabilitas personel TNI yang direhabilitasi
medik paripurna return to combat.

d) Tingkat kepuasan penyandang disabilitas personel TNI dan PNS
Kembhan terhadap rehabilitasi yang diterima dari Pusrehab.

e) Kategori akreditasi SNARS dari Komite Akreditasi Rumah Sakit
(KARS).
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f) Persentase kesesuaian penarikan dana PNBP Rumah Sakit
dr. Suyoto.

Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan (Biro Umum Setjen Kemhan) 5
(lima) indikator:

a) Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan umum (Employee
Satisfaction Index).

b) Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan
barang dan jasa.

Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UO Kemhan (Biro
Umum Setjen Kemhan) 3 (tiga) indikator:

a) Persentase aset BMN UO Kemhan yang terinventarisir dalam SIMAK
BMN.

b) Persentase Sarpras UO Kemhan yang terpelihara dan siap pakai.

c) Persentase kesesuaian nilai keuangan belanja barang dengan nilai
barang pada Laporan BMN.

Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai UO Kemhan (Biro
Kepegawaian Setjen Kemhan) 3 (tiga) indikator:

a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan.
b) Indeks Kepuasan Kepegawaian Kemhan.
c) Indeks Merit System.

Dukungan Perencanaan Anggaran dan Keuangan UO Kemhan (Biro
Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan) 3 (tiga) indikator:

a) Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
anggaran Satker dengan kualitas baik yang efektif dan efisien.

b) Nilai Laporan Keuangan Satker UO Kemhan.
¢) Nilai Laporan Keuangan Satker UO Kemhan.

Dukungan Administrasi Pelayanan Pimpinan dan Keprotokolan UO
Kemhan (Biro TU dan Protokol Setjen Kemhan) 4 (empat) indikator:

a) Indeks Kearsipan.

b) Persentase Satker yang menerapkan administrasi umum kearsipan
dengan benar.
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c) Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang berjalan dengan
lancar, aman dan tertib.

d) Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang ditindaklanjuti oleh
Satker/Subsatker Kemhan dalam rangka kerja sama di suatu bidang.

Pelayanan Hubungan Masyarakat (Biro Humas Setjen Kemhan) 6 (enam)
indikator:

a) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi per-
tahanan negara dan pengaduan masyarakat.

b)  Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

c) Nilai kepatuhan pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

d) Jumlah image building yang dipublikasikan melalui media nasional.

e) Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

f)  Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi dan

Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan (Biro Ortala Setjen Kemhan) 8 (delapan)

indikator:

a) Indeks Kelembagaan.

b) Persentase Satker yang telah tertata secara kelembagaan yang
memenuhi aspek tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses di
lingkungan UO Kemhan.

¢) Indeks Ketatalaksanaan.

d) Persentase Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
UO Kemhan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Satker.

f) Persentase Satker yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi
secara efektif dan efisien.

g) Nilai penyelenggaraan SAKIP Satker.

h) Persentase Satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara
terintegrasi dan akuntabel di lingkungan UO Kemhan.

Penyusunan perancangan peraturan Perundang-undangan Bidang
Pertahanan (Biro Peraturan Perundang-undangan Setjen Kemhan) 2 (dua)
indikator:
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a) Persentase regulasi bidang pertahanan yang dapat diselesaikan.

b) Persentase pelaksanaan asistensi hukum internasional bidang
pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Pelaksanaan Kelaikan Sarana Pertahanan (Pusat Kelaikan Kemhan) 3
(tiga) indikator:

a) Persentase sertifikasi kelaikan yang terlaksana sesuai dengan regulasi
kelaikan.

b) Persentase Sarpras yang mendapat sertifikat kelaikan.

c) Jumlah personel inspektur kelaikan yang memiliki sertifikat kelaikan
Kemhan.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Baranahan
(Baranahan Kemhan) 7 (tujuh) indikator:

a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Baranahan yang
akuntabel.

b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Baranahan.

e) Nilai Akuntabilitas Kinerja Baranahan.

f)  Nilai Laporan Keuangan Baranahan.

g) Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) (Baranahan Kemhan) 3 (tiga)
indikator:

a) Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang telah terinventarisir
secara tepat dan akuntabel dalam SIMAK BMN.

b) Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang tersertifikasi.

c) Persentase UO yang tertib dalam pelaporan BMN dalam mendukung
Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (ltjen
Kemhan) 7 (tujuh) indikator:

a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Itjien yang
akuntabel.
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Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Itjen.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Itjen.

Nilai Laporan Keuangan ltjen.

Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.

Pengawasan Intern Kemhan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa ( Ir | Itjen
Kemhan) 2 (dua) indikator:

a)

b)

Persentase menurunnya temuan di bidang pengadaan barang dan
jasa melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan.

Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil
pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang pengadaan
barang dan jasa.

Pengawasan terhadap Keuangan dan Penganggaran (Ir Il Itien Kemhan) 2
(dua) indikator:

a)

b)

Persentase menurunnya temuan di bidang keuangan dan
penganggaran melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan
pemantauan.

Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil
pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang keuangan
dan penganggaran.

Pengawasan terhadap SDM, Hukum, Manajemen dan Layanan Publik (Ir 111
Itien Kemhan) 2 (dua) indikator:

a)

b)

Persentase menurunnya temuan di bidang SDM, hukum, manajemen
dan layanan publik melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan
pemantauan.

Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil
pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang SDM,
hukum, manajemen dan layanan publik.

Pengawasan terhadap BMN dan Logistik (Ir IV Itien Kemhan) 2 (dua)
indikator:

a)

Persentase menurunnya temuan di bidang BMN dan logistik melalui
audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan.
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Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil
pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang BMN dan
logistik.

Pengawasan terhadap Organisasi, Tata Laksana, Kinerja dan PDTT (Ir V
Itien Kemhan) 3 (tiga) indikator:

a)

b)

c)

Persentase menurunnya temuan di bidang organisasi, tata laksana,
kinerja dan PDTT melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan
pemantauan.

Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil
pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang organisasi,
tata laksana, kinerja dan PDTT.

Persentase Satker yang tertib dalam melaksanakan PMPRB dan E-
SAKIP reviu secara akuntabel dan tepat waktu. ’

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang
(Balitbang Kemhan) 7 (tujuh) indikator:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)

Persentase produk perencanaan dan penganggaran Balitbang yang
akuntabel.

Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balitbang.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbang.
Nilai Laporan Keuangan Balitbang.

Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.

Pendidikan dan Pelatihan Bahasa (Badiklat Kemhan) 2 (dua) indikator:

a)

b)

Persentase peserta Diklat Bahasa yang lulus dengan kategori baik.

Persentase Widyaiswara dan/atau tenaga pendidik yang bersertifikasi
sebagai tenaga pengajar bahasa.

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Badiklat Kemhan)
2 (dua) indikator:

a) Persentase kelulusan Serdiklat Jemenhan dengan kategori baik.

b) Persentase Tenaga Pendidik Pusdiklat Jemenhan yang tersertifikasi.
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Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan (Badiklat
Kemhan) 3 (tiga) indikator:

a) Persentase kelulusan Serdiklat Tekfunghan dengan kategori baik.

b) Persentase lulusan Diklat Tekfunghan yang mampu berkinerja lebih
baik di satker/satuan asal.

c) Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Tekfunghan yang tersertifikasi.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklat
(Badiklat Kemhan) 7 (tujuh) indikator:

a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Badiklat yang
akuntabel.

b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badiklat.

e) Nilai Akuntabilitas Kinerja Badiklat.

f)  Nilai Laporan Keuangan Badiklat.

g) Persentase temuan materiil yang di tindak lanjuti.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara (Badiklat Kemhan) 2 (dua)
indikator:

a) Persentase kelulusan Serdiklat Belneg dengan kategori baik.
b) Persentase Tenaga Pendidik Belneg yang tersertifikasi.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Strahan (Ditjen Strahan Kemhan) 7 (tujuh) indikator:

a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditien Strahan
yang akuntabel.

b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Strahan.

e) Nilai Akuntabilitas Kinerja Satker.
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f)  Nilai Laporan Keuangan Ditjen Strahan.

g) Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.

Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran (Ditien Renhan) 6 (enam)
indikator: '

a) Persentase kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran

b)

c)

d)

pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI.

Persentase peraturan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran
pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

Persentase pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang Administrasi
pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan
tepat waktu.

Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang
terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

Persentase realisasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan dan TNI
dihadapkan dengan target yang ditetapkan.

Persentase UO yang telah memenuhi aspek pelaksanaan anggaran
dalam rangka tertib administrasi.

Pengendalian Program dan Anggaran (Ditjen Renhan) 6 (enam) indikator:

a)

b)

Persentase kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran
pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI.

Persentase pengendalian terhadap pelaksanaan program dan
anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel
dan tepat waktu.

Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak UO Kemhan dan
TNI.

Persentase Laporan Kinerja UO yang akuntabel dan tepat waktu.

Nilai Laporan Kinerja Kemhan dan TNI dalam Indek hasil evaluasi
AKIP.

“Perencanaan Pembangunan Pertahanan (Ditien Renhan) 4 (empat)

indikator:

a)

b)

Persentase kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang
diimplementasikan UO Kemhan dan TNI.

Nilai produk perencanaan kinerja dalam Indek Hasil Evaluasi AKIP.




32)

33)

34)

d)

41

Persentase dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
dan jangka pendek UO Kemhan/TNI yang dapat diimplementasikan.

Persentase keselarasan dokumen perencanaan UO terhadap
dokumen perencanaan Kemhan/TNI.

Perencanaan Programdan Anggaran (Ditjen Renhan) 3 (tiga) indikator:

a)

b)

c)

Persentase kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran
pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI.

Persentase perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka
pendek (tahunan) UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI
AL dan UO TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

Persentase penurunan revisi terhadap produk perencanaan program
dan anggaran.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Renhan Kemhan 7(tujuh) indikator:

a)

b)

9)

Persentase produk perencanaan dan penganggaran Satker yang
akuntabel.

Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Renhan Kemhan.

Nilai akuntabilitas kinerja Ditjien Renhan Kemhan.

Nilai laporan keuangan Ditjen Renhan Kemhan.

Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Pothan Kemhan 7 (tujuh) indikator:

a)

b)

c)
d)

e)

Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Pothan
yang akuntabel.

Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Pothan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pothan
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f)  Nilai Laporan Keuangan Ditjen Pothan.
g) Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Kuathan Kemhan 7 (tujuh) indikator:

a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Kuathan
Kemhan yang akuntabel.

b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

¢c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Kuathan Kemhan.

e) Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Kuathan Kemhan.

f) Nilai Laporan Keuangan Ditjen Kuathan Kemhan.

g) Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.

Pengelolaan Pertahanan Siber (Bainstra Kemhan) 3 (tiga) indikator:

a) Persentase jaringan Intranet Kemhan yang terlindungi oleh perimeter
pertahanan Siber dari serangan Siber Global.

b) Persentase hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan Siber
Global yang ditindaklanjuti.

c) Persentase kesiapan operasional infrastruktur Siber.

Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstra Kemhan)
3 (tiga) indikator:

a) Persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis
pertahanan yang dapat diatasi.

b) Persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang
terpelihara.

c) Persentase kerjasama kawasan instalasi strategis pertahanan yang
terealisasi.

Pengelolaan Informasi Strategis Pertahanan (Bainstra Kemhan) 3 (tiga)
indikator:

a) Persentase informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang
ditindaklanjuti.




39)

40)

41)

42)
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b) Persentase kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang

ditindaklanjuti.

c) Persentase penyajian intelijen strategis pertahanan yang
ditindaklanjuti.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan
Instalasi Strategis Pertahanan 7 (tujuh) indikator:

a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Bainstrahan yang
akuntabel.

b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian
Kinerja (PK).

c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
d) Nilai pelaksana Reformasi Birokrasi Bainstrahan.

e) Nilai Akuntabilitas Kinerja Bainstrahan.

f)  Nilai Laporan Keuangan Bainstrahan.

g) Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.

Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif
(Ditjen Strahan Kemhan) 1 (satu) indikator:

- Persentase kebijakan strategis pertahan yang diimplementasikan K/L
terkait untuk kepentingan pertahanan Negara.

Kerja Sama Internasional (Ditjen Strahan Kemhan) 4 (empat) indikator:
a) Persentase kesepakatan bersama di tingkat ASEAN yang terealisasi.

b) Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara sahabat di
bidang pertahanan yang terealisasi.

c) Persentase kegiatan bilateral dan multilateral di bidang pertahanan
yang terealisasi.

d) Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran perwira siswa
dengan Kemhan/TNI.

Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Pertahanan Negara (Ditjen
Strahan Kemhan) 4 (empat) indikator:

a) Persentase kebijakan pengerahan komponen pertahanan yang
ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

b) Persentase keberhasilan tugas perbantuan.




43)

44)

45)

46)

c)

d)
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Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Persentase hasil analisa kebijakan di bidang strategis yang menjadi
rekomendasi.

Pengelolaan Wilayah Pertahanan (Ditien Strahan Kemhan) 5 (lima)
indikator:

a)

b)

c)

d)

e)

Persentase wilayah pertahanan (RWP dan RRWP) yang tertata dan
terbina.

Jumlah locus/fasilitas yang dinyatakan siap digunakan sebagai
wilayah pertahanan.

Persentase batas wilayah negara di darat, laut dan udara yang telah
disepakati.

Persentase pelanggaran batas wilayah negara yang dapat diatasi.

Persentase K/L dan/ atau Pemda yang mengimplementasikan
kebijakan wilayah pertahanan.

Kodifikasi Materiil Pertahanan (Baranahan Kemhan) 3 (tiga) indikator:

a)

b)

Persentase materiil pertahanan yang telah dikodifikasi.

Jumlah K/L dan industri nasional yang telah menggunakan kodifikasi
dengan sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN).

Persentase kerja sama di dalam dan luar negeri bidang kodifikasi yang
di tindaklanjuti.

Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan (Baranahan Kemhan) 4 (empat )
indikator:

a)

b)

c)

d)

Persentase perencanaan teknis yang terintegrasi, akuntabel dan tepat
waktu.

Persentase pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang terintegrasi,
akuntabel dan tepat waktu.

Persentase hasil pelaksanaan konstruksi sarana pertahanan yang
akuntabel dan tepat waktu.

Persentase pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah
e-procurement.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan
(Baranahan Kemhan) 1 (satu) indikator:
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Persentase hasil pembangunan sarana pertahanan di Wilayah
Perbatasan yang akuntabel dan tepat waktu.

47) Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan (Baranahan Kemhan) 3 (tiga)

48)

49)

50)

indikator:

a) Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa Alpalhan.

b) Persentase pemenuhan barang dan jasa Alpathan dihadapkan dengan
rencana kebutuhan.

c) Persentase capaian kinerja pengadaan Alpalhan sesuai kontrak yang

disepakati.

Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri
Pertahanan (Baranahan Kemhan) 3 (tiga) indikator:

a)

b)

c)

Persentase pengadaan Alpalhan yang diperoleh dari kegiatan
pemanfaatan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan
dalam negeri.

Persentase peningkatan penggunaan Alutsista produksi industri dalam
negeri dalam rangka pertahanan Negara.

Persentase kebutuhan Alutsista yang dapat dipenuhi dari
pengembangan industri mandiri.

Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan (Ditien Kuathan Kemhan) 6
(enam) indikator:

a)

b)

c)

d)

e)

Persentase Kebijakan di bidang Fasilitas dan Jasa yang dapat di
implementasikan.

Persentase pangkalan dan daerah latihan yang siap digunakan oleh
TNI dan Angkatan.

Persentase fasilitas pangkalan, tanah dan bangunan yang telah
tersertifikasi.

Persentase pemenuhan pelayanan di bidang fasilitas dan jasa
dihadapkan dengan kebutuhan Kemhan dan TNI.

Persentase kesiapan bidang fasilitas dan jasa dihadapkan dengan
kebutuhan Kemhan dan TNI.

Tingkat Kesiapan Telekomunikasi dalam mendukung Pertahanan
Negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pembinaan Kesehatan Pertahanan (Ditien Kuathan Kemhan) 5 (lima)
indikator:




51)

52)

53)

a)

b)

d)

e)
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Persentase Kebijakan di Bidang Kesehatan Komponen Utama
Pertahanan Negara yang dapat di Implementasikan.

Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam Dukungan
Kesehatan.

Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan
Kesehatan.

Persentase Kesiapan Fasilitas Kesehatan dalam rangka dukungan
kesehatan.

Persentase Kesiapan Fasilitas Kesehatan dalam rangka pelayanan
kesehatan.

Pembinaan Materiil Pertahanan (Ditjen Kuathan Kemhan) 5 (lima) indikator:

a)

b)

c)

d)

e)

Persentase Kebijakan di bidang Pembinaan Materiil Komponen Utama
Pertahanan yang di Implementasikan.

Persentase Pemenuhan Rencana Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam
dihadapkan Pencapaian MEF aspek fisik bidang Alutsista.

Persentase Penghapusan dan Hibah BMN selain tanah, bangunan
dan BMP yang terealisasi.

Persentase Rekomendasi/Perizinan terhadap Penggunaan Senjata
Standar Militer dan Penggunaan Bahan Peledak yang ditindaklanjuti.

Persentase Rumusan Standar Militer Indonesia (SMI) yang
dikeluarkan.

Pembinaan Sumber Daya Manusia (Ditien Kuathan Kemhan) 3 (tiga)
indikator:

a)

b)

c)

Persentase Kebijakan di Bidang SDM Komponen Utama Pertahanan
Negara yang di Implementasikan.

Persentase Sumber Daya Manusia Komponen Utama Pertahanan
Negara yang professional.

Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Komponen Utama
dihadapkan dengan kebutuhan.

Pembinaan Keveteranan (Ditjen Pothan Kemhan) 5 (lima) indikator:

a)

b)

Persentase Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan
kebijakan di bidang Keveteranan RI.

Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan di bidang
Keveteranan RI.




54)

55)

d)
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Persentase Veteran Rl yang memperoleh pelayanan secara akuntabel
dan tepat waktu.

Persentase penanganan pengaduan Veteran yang telah
ditindaklanjuti.

e) Persentase implementasi sistem informasi Keveteranan.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Ditien Pothan Kemhan) 5 (lima)
indikator:

a)

b)

c)
d)

e)

Persentase K/L atau Pemda, dan Komponen Bangsa Lainnya yang
mengimplementasikan kebijakan di bidang Bela Negara.

Tingkat kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela
Negara.

Persentase kader Bela Negara yang telah tertata dan terbina.
Jumlah kader Bela Negara yang terbentuk.

Persentase implementasi sistem informasi Bela Negara.

Penyiapan Sumber Daya Pertahanan (Ditjen Pothan Kemhan) 13 (tiga
belas) indikator:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

Persentase peraturan dan kebijakan di bidang Sumdahan yang telah
diimplementasikan.

Jumlah peraturan dan kebijakan di bidang Sumdahan yang telah
diterbitkan.

Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung
Pertahanan yang telah tertata dan terbina.

Persentase wilayah Provinsi yang memiliki Sumber Daya Manusia
(SDM) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina.

Persentase potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB)
Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina.

Persentase wilayah Provinsi yang memiliki Sumber Daya Alam dan
Buatan (SDAB) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina.

Persentase potensi Sarpras Pendukung Pertahanan yang telah tertata
dan terbina.

Persentase wilayah Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana
nasional (Sarprasnas) pendukung pertahanan yang telah tertata dan
terbina.




